Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 138/Pdt.P/2017/PA.Prg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Arman Bin Hadeng, tempat dan tanggal lahir pinrang, 02 Januari 1999,
agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Jalan Lamanra, Kelurahan Pekkabata,
Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai

Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September
2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor
138/Pdt.P/2017/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama
Heriani binti Amiruddin, umur 17 tahun, agama Islam, status Perawan,
pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Linoe, Desa Mangki, Kecamatan

Cempa, Kabupaten Pinrang;
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Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan Heriani binti

Amiruddin selama 1 tahun lebih dan telah sepakat untuk segera menikabh;

Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan Heriani binti Amiruddin
menurut syarid€™at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat
lagi bahwa umur Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon
dengan Heriani binti Amiruddin pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut
menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur,
sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:
B.252/KUA.21.17.02/ Pw.1/09/2017 tanggal 20 April 2017;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Heriani binti Amiruddin sangat
mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Pemohon sudah sangat
mendesak untuk mendapatkan pendamping hidup dan juga pihak keluarga
Pemohon telah melamar calon isteri serta lamarannya sudah diterima
hanya menunggu keputusan dari Pengadilan;

Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Pinrang dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;

Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Heriani binti Amiruddin
dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon yang bernama
Arman bin Hadeng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon untuk menikah Heriani binti

Amiruddin;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat
terkait ......ccooeeeel berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan Pemohon pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka ....... dan ...... ,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi ................. ) bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai .............. , sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi ................. ) bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai .............. , sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi ................. ) bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai .............. , sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
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pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (hama saksi) tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal
sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana
diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai
angka ................ adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri  dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga
keterangan  saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (hama saksi) tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal
sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana
diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai
angka ................ adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh

fakta sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta

hukum sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa ... s , oleh
karena itu ...l (di sini hakim menganalisa hukum dan
penerapannya);
Menimbang, bahwa.............c.cccocoeiiinnnnn (di sini satu persatu petitum

permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-
dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Dr.
Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin
Bado, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,

M.H.
Panitera Pengganti,
Marwah, S.H
Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp110.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00
Jumliah Rp201.000,00

( dua ratus satu ribu rupiah )
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